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KEDUDUKAN JAMINAN ANTARA
UTANG-PIUTANG DAN RAHN

Suwandi
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Email: dr.suwandi@yahoo.com -

Abstract

The existence of a guarantee is a legal issue that needs to be explained in the problems
of pawn. That was due to the shifting paradigm in the problem of pawn in terms of
Islamicjurisprudence and economics are all boils down of debts. Position of assurance
in debrs should nor exist. It is held when the element of trust doesn’t exist. The
position of guarantee on pawn must be existed and implemented before the contract

of debts. The absence of collateral, debts not possibly be implemented. The existence
of the Islamic legal system in Indonésian economy takes a significant impact to the -

expected paradigm shift. The result of the discussion concludes that a pavadigm shift
in law is happening by setting the vegulative principles and constitutive principles
with the addition of wakalah bil wjrah principle as the basis of sharia. Therefore,
the difference of the discounted initial transaction with the respective pransactions is
legalized by its own leg.zl system.

Kedudukan jaminan merupakan isu hukum perly dijelaskan dalam permasalaban
gadai. Karena itu terdapat pergeseran paradigma gadai dalam terminologi Hukum
Islam dan Ekonomi menjads utang Kedudukan asuransi dalam utang seharusnya tidak
ada, namun jaminan diikat ketika fakior kepercayaan tidak teraplikasikan. Kedudukan
Jaminan atas gadai seharusnya diadakan dan dismplementasikan sebelum kontrak
utang pintang. Sebagai lembaga pembiayaan, Factoring diletatkan di atas dasar aturan
perundang-nndangan yang secara yuridis positivistike  memiliki kekuatan mengikat.

Hadirnya sistemn hukum Islam di tengab perekonomian Indonesia ikut memberikan
pengarnh signifikan hingga dibarapkan adanya pergeseran paradigma. Pergeseran
paradigma hukum yang dimaksud terjadi dengan menetapkan asas-asas regularif dan
asas konstitutif dengan penambaban asas wakalab bil ujrah sebagai basis syzmzzb Oleh
karenanya perbedaan diskonto transaksi awal dengan transaksi kedua masing-masing
dilegalkan oleh sistern hukummnya sendiri.

Ke_yworz[s: guanzfztee, debts, rahn, pawn
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204 Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahp,

Pendahuluan .

Perekonomian merupakan kebutuhan esensial untuk mempertahankan
hidup. Ketika diterpa devisit keuangan, maka utang-piutang adalah jalan
pintas yang mudah dan strategis. Dikatakan paling mudah karena utang.
piutang mengandung unsur tolongmenolong yang merupakan sifat setiap
orang sebagai makhluk sosial. Strategis, karena utang-piutang, sekarang justry
menjadi peluang mengembangkan harta kekayaan. Untuk itu persoalan
jaminan merupakan bagian penting untuk diperhatikan.

~ Barang jaminan yang awalnya sebagai kendali utang-piutang, kini
mengalami pergeseran dari kontek awal. Semula (menurut fikih Islam klasik)
Jaminan.merupakan aspek turunan adanya utang-piutang, saat ini bergeser :
menjadi produk perekonomian yang dinamakan rahn/gadai. Al-Qur’an,
Surat al-Baqarah ayat:283. , |
- Rabn itu sesungguhnya hanya merupakan barang yang dijaminkan atas
dilakukannya utang-piutang ketika tidak adanya seorang penulis ataupun yang
berpiutang tidak menaruh kepercayaan terhadap yang berhutang. Jaminan
tidak selalu harus ada. Sementara itu gadai tidaklah demikian. Gadai selalu
diawali dengan adanya barang jaminan yang ditaksir nilai harganya sebagai -
patokan menentukan bersaran utang yang akan diberikan. Dengan demikian
gadai bukan semata jaminan akan tetapi merupakan sébuah produk. Dengan
demikian ada perbedaan yang sangat esensil antara gadai dan/atau rabn
dalam kontek fikih Islam secara umum dan aturan perundang-undangan,
namun hal ini semakin tidak jelas bila dikaitkan dengan fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama' Indonesia No.25/DSN-MUI/II1/2002 tentang Rabn
pada bagian pertama: “Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
~ jaminan hutang dalam bentuk Rabz dibolehkan dengan ketentuan sebagaf
berikut”. DSN-MUI dalam kontek ini menggunakan istilah rabn sebagal
produk sekaligus sebagai jaminan. untuk mengupas permasalah tersebut
maka kajian difokuskan pada “bagaimana posisi barang jaminan antara utang
piutang dan rabn atau gadai?”. |

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah sumber bahan hukum yang
berasal dari peraturan perundang-undangan terkait jaminan dan utang
piutang. Bahan hukum skunder adalah Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa DSn
MUI tentang utang piutang. Bahan hukum primer akan dianalisis deng?
menggunakan Al-Qur'an dan Hadis.

. 2()15
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sertian Umum Tentang Gadai

M\
e Gadai pada awalnya lahir sebagai akibat utang piutang agar para pihak
saling mempercayai atas dasar tf)long‘mcnolong. Gadai berwujud barang
jaminan berharga yang apabila sz berhutang tidak mampu mengembalikan
utangnya, maka barang tersebut dijual untuk menutupi utangnya. Kalau ternyata
hasil pcnjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi utangnya, maka
kewajiban muqtarid] hanya melunasi kekurangannya. Gadai dalam kontek ini
diletakkan pada prinsip tabarru’. Dengan demikian gadai merupakan turunan
aktifitas utang piutang yang dijalankan atas dasar tabarry’ dan semata-mata
menjalankan pengabdian kepada Allah untuk mendapatkan ridla-Nya.
Saat ini gadai merupakan produk tersendiri sebagimana perekonomian
~pada umumnya. Gadai ‘merupakan bentuk lain utang-piutang yang
dilembagakan. Transaksi yang dilakukan tidak berangkat dari utang-piutang,
melainkan barang apa yang dengan melakukan taksiran terlebih dahulu
kemudian ditetapkan bnesaran utang yang akan diberikan. Gadai ini diatur
oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah KUH
Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasall150 yang menyatakan bahwa "Gadai
adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil
pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur
Jain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas
tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan
barang itu, yang .dik‘eluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus
didahulukan”. '
~ Gadai dalam fikih Islam disebut al-rabn, yakni suatu jenis perjanjian
untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.! Dalam bahasa Arab
kata al-rabn diartikan al-tsubut dan al-dawam ((glgadt y a2l yang berarti
tetap dan kekal? Rahn juga mengandung pengertian al-habs yang berati
menahan yang mengindikasikan adanya pengertian materiil yang secara
'bahasa memberikan indikasi bahwa pengertian al-rabn dengan demikian
menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat.’ Sayyid Sabiq
menerjemahkan 7abn sebagai menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai

I Zainudin Ali. Hubum Gadai Syariab, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.
2 Abdal-Rahman al-Jaziri. al-Figh ‘4la al-Madzahib al-drbaah, (Beirur: Dar al-Fikr, 1996), h. 76

3 Al sayyid Sabiq. Fig al-Sunnah, jilid 3 (Jakarra: al-Itisham, 2008), h. 248.
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206 Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahp,

harta dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang yang memungkinkan

untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.! Imam Ibng
Qudamah sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa
gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk
dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya
dari orang yang berpiutang.’ Ahmad Azhar Basyir menggunakan langsung
istilah 72bn dan mendefiniskannya sebagai perjanjian menahan sesuatu barang

sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut

pandangan syara’ sebagai tanggungan marbun bib, sehingga dengan adanya
tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.® Senada
dengan itu Muhammmad Syafi'l Antonio menjelaskan rahn adalah menahan
salah satu harta milik rahin sebagai baréng jaminan marhun atas utang yang
diterimanya, Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian
pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil
kembali seluruh atau sebagian piutangnya.’ .

Implementasi gadai sebagai sebuah produk, memiliki kombinasi akad
sebagai instrument transaksi, di mana satu pihak menerima pinjaman dengan
akad utang (gardh) dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut kemudian
dipelihara pihak pemberi jaminan dengan menggunaan akad sewa menyewa
(al-tjarah), pihak pemelihara (murtabin) memungut keuntungan dari proses

pemeliharaan.’

Utang-piutang sebagai Cikal-bakal Lahirnya Rabsn

Pertarna kali kemunculan masalah utang-piutang selalu melibatkan dua
atau lebih pihak: Pihak pertama adalah yang memiliki kelebihan harta (yang
berpiutang). dan pihak kedua adalah yang membutuhkan harta (yang bel‘IIUfﬂﬂg)-
Dasar hukum utang piutang ini adalah Al-Qur'an Surat al-Bacjarah ayat 245
dan ayat 285 dan didalam Hadits Nabi Muahammad SAW yang antara lain
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sebagai berikut:

4 Sabiq, Fig al-Sunnah, h. 248.

S Abdul Ghofur Anshori. Gadai Syariuh di Indonesia, cer. ke 2, (Yogyakarta: Gajahmada Un iversity Press
2011), h. 112. o

6 Ahmad Azhar Basyir. Hukum Istam tentang Riba, Utang- Piutang Gadai, (Bandung: al-Marif, 1
h. 50. o

7 Muhammad Syaf’l Antonio. Bank Syariah davi Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001). b
128.

8  Sunarto Dzulkifli. I&fmlmm Praktis Transaksi Peybankan Syariah, ( J_lknn;q; Zikrul Hakin, 2
23. .

983),

003). b-

12016
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Coeara implisit, ayat-dayal AMQur any dan hadits di atas menegadan bakuwa
\

np, kaya hendaklah mau menolong orang miskin dengan membaerilarn
orang 1 - - .
g, kepadanya. Pertolongan tersebut akan lebih sempurna apabila %
dhg, o 3

Karya membebask
])._'»n,_»,;m pergertian ini jelaslah bahwa fokus Islam dalam hal utang piutang,
hendaklah menyalurkan piutangnya kepada pihak»}'.mg membutuhkan yaity
orang, Miskin sebagai tindakan tolong-menolong (ctbrarra)

Sekarang, utang-piutang tidak selalu identik dengan persoalan kemiskinan
Utang piutang juga dilakukan karena mengembangkan sektor perekonomian
Sehingga dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mengalami
pergeseran paradigmatik dalam hal menjalankan fungsi sosfalnya'’, yaitu
berubahnya prinsip tabarri’ menjadi tijar.-:l).

Jslam tidak memerintahkan berhutang, tetapi justru memerintahkan
memberi hutang guna memberikan manfaat kepada orang lain dan menjaga
kemulyaan nilai psikologis orang yang tidak punya (miskin). Ketika orang
tidak diperintahkan berhutang, dan di lain pihak justru diperintahkan
memberi hutang, maka secara ikhtiyar berarti memberikan hutang kepada
orang yang membutuhkan hukumnya adalah zadb (sunnah). Alauddin Za'tari
yang menyatakan '2asly ge 2> 4313 bas) Hadits Rasulullah yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim menyatakan: ‘

i 30y Aol 3l pyy oy S oo 30, ade alll pudiLiall 0.8 Ge i€ (aha a ki
bty 5,5%18 Lol L3 il sy Loluns yTos 505 8,5%1 5 Lall L5 ade ot oy ens e
‘ JSFm olyy .aus) o3z o5 el ghs e analdl f5e 3

an utang tersebut dengan jalan mensedekahkan kepadanya

9 Hadits tersebur disebutkan oleh Alauddin Za'vani dalem kinh Figh of Muamalss sb-Milyan 2
Mugarin, Shivagharas fadidzh v dmisilarun Muashirady (Damasylses: Dar slAshmal), bl 236 demgan
menyebuthan rawi hadics Ibnu Majah, ne. 2430, juz 2,0 812

10 Hadits cersebur dischatkan olch Alanddin 22wt datem kit “Figh ol Meewmalar al-3Laliyyais 2-Mugana,
Sbiyagharus Jadideh wa Amisilarn Meadhineh, no 2431

I Bahan TOT Perbankan Syariah bagi Dosen Pergurvan Tinggt atas kerjasama antars Deparoman
L‘Lgnumi Syaniah Fakultas Ekonomi Universitas Aihungza dengan Bank Indeacsia di Fakuloas Ekonomi

" l;\‘;“'""'l.laﬁp:\{rlang;a Surabaya, 18-20 Mei 2010, ’

= Abwddin Za'tari dalam kitab “Figb af Muamalar ab-Maliyyah sb-dlugarin Shriyaghaiws fadidair s
. Atz Miashirah, h. 246
13 Shohh Muslim no. 2699, jur 4, h. 2074
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208 .  Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piuiang dan Rahr;

Sekalipun demikian, mengingat hasrat orang untuk menutypi
kebutuhannya selalu mengalami peningkatan, maka hukum memberj
hu‘tangpun akhirnya juga menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan, Hg ini
sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan Jilwsll swlall oo Artinya
tingkat kebutuhan seseorang akan uang atau harta sehingga ia harus berhutang
dapat mempengaruhi hukum berpiutang oleh orang berpunya terhadapnya.
Selain itu pada utang-piutang masalah kepercayaan merupakan hal yang
sangat penting. Utang-piutang akan terlaksana dengan baik manakala unsyr
kepercayaan ini masih ada. Untuk menutupi tiadana kepercayan, maka
utang-piutang dikendalikan dengan adanya jaminan barang kepada yang
berpjutang, yang dalam fikih muamalah dinamakan rahn. Maka tepat sekali
tatkala 7ahn didefinisikan sebagai: ‘ L

pligdl )32 ) [gaad oo 5 Lgia pbgTany oy dindy dulla e Jaa Lepd gyl
Dasar hukum adanya jaminan/rabn adalah Al-Qut’an Surat al-Bagarah
ayat 283. Dalil Al-Qur’an tersebut diperkuat hadits Nabi Muhammad

SAW sebagai berikut: . |
aaa o Leys aiiyg Jod oIl 53580 00 Lolalo 2 olivg aule alll Lo pull of
“Sesunggubnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi
hingga waky yang ditentukan (berbutang) dan belian memberikan sirah besiny
scbagai jaminan”. '

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa andaikan unsur kepercayaan
tersebut ada, maka jaminan/_m'/an tidak diperlukan. Untuk itulah maka
jaminan/rahn bukanlah sesuatu yang harus atau wajib dilakukan. Jaminan/
rahn hanya merupakan asoseris yang harus ada jika diperlukan. Dan transaksi

utang-piutang tetap berjalan.

Regulasi Gadai
Implementasi gadai (syariah) di Indonesia dilandasi sistem hukum Islam

sebagai basis agama yang sekaligus merupakan sumber hukum asalnya, dan
sistem hukum positif sebagai pertanggung-jawaban konstitutif dalam kontek
Negara. Pasal 1150 KUHPer. menyatakan bahwa “Gadai adalah suatu hak )’“":g
di perol'eh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadany?
oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yans
Judidal

14 Aluuddinl Za'vari dalam kivab “Figh al Muanralar al-Maliyyah al-Mugarin, Shiyaghatun
Ampsilatun Muashirah, h351. .
15 dmam Bukhari. Al-Bukhari, Hasyiyah al-Sindi, (Bandung: Syickah al-Maarif, juz 2), h. 55

2 Tahun ZQJ(’

ST _ |
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Jberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya
Jan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian
biaya pcnjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan
atau penguasaar, dan biaya penyelamatan barang itu, y‘ang dikeluarkan setelah
parang itu sebagai ga_clai dan yang harus didahulukan”. Sedangkan Pasal 1151
menyatakan bahwa “Perjanjian gadai harus dibgktikan flengan alat yang
diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya’.

Perjanjian gadai yang secara derivative- melahirkan unsur jaminan,
xeberadaannya tidak bisa dipisahkan dari persoalan utang-piutang. Di
mana perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian pokok, sedangkan
jaminan merupakan perjanjian accesoir atau pelengkap. Perjanjian accesoir
adalah perjanjian yang lahir; hapus.dan beralih mengikuti atau bergantung
péda perjanjian pokoknya.'® Berkaitan dengan perjanjian accesoir ini, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Bulgerlijk Wetboek) Pasal 1131 menetapkan
bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik
yang spdah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-
perikatan perorangan debitur itu”..

mes

Pengertian Asas atau Prinsip Syari’ah _ :
Prinsip dapat disamakan dengan keyakinan, sehingga dikatakan orang
yang tidak memiliki prinsip berarti ia tidak memiliki keyakinan. Akan tetapi
yang menjadi persoalan adalah apa sesungguhnya pengertian prinsip tersebut.
Secara bahasa kata prinsip dapat dipersamakan dengan kata asas. Dalam
kaitannya dengan perekonomian kata prinsip sering kali digabung menjadi
satu dengan kata asas, sehingga menjadi prinsip dan asas-asas perekonomian.
Kata asas juga sepadan dengan kata ashlun (bahasa Arab) yang berasal dari
kata ashala-ya’shuln-ashlan dan dijama’kan menjadi kata #sbu/, yang berarti

dasar, akar, atau pangkal"”. Sedangkan Kata #shul menurut terminologi hukum

Islam berarti “seswati yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain™",. Asas

atau prinsip merupakan pilar yang harus ada dan sekaligus menjadi ruh bagi

hukum ekonomi yang dalam hal ini ekonomi dalam bidang pegadaian.
. Berkaitan dengan hukum gadai syari'ah, maka hukum harus diartikan
sebagai sebuah instrument pengendalian perilaku yang terkonstruksi dari

16 Diﬁngkas dari Dzulkifli Umar dan Jimmy P. Kamus Huksm Dictionary of Law, (Surabaya: Grahamedia
Press, 2012), h. 221. ' A ! ' !

17 AW Munawwis. Kamus A -Munawwir, Arab-Indonesia, Edisi Kedua cetakan keempat, (Surabaya. Pusraka
Progressif, 1997), h, 17. . e

18 Wahbah Al-Zubaili. UshTl al-figh al-Islamy, juz 1, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), h.16
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210 Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan, Rahn

subtansi hukum (sebagai jaéadnya) dan asas atau prinsip syariah atay moralitag
(sebagai ruhnya). Pengertian hukum seperti ini sesuai dengan keilmuan
hukum Islam yang menitikberatkan makna hukum kepada pengertian Islam
itu sendiri, di mana Islam keberadaannya selalu dikaitkan dengan Imap,
Keduanya tidak bisa dipisahkan, Iman sebagai prinsip moralitasnya day
Islam sebagai prinsip implementasinya. Hukum dalam arti yang demikian
secara artifisial harus selalu dikaitkan dengan Islam dan Iman, atau dengan
kata lain hukum itu harus muslim dan sekaligus mukmin. di mana arti kata
muslim dalam pendekatan bahasa Arab berarti selamat atau menyelamatkan,
sedangkan kata mukmin berarti aman atau'memberi keamanan, Bertitik tolak
dari arti yang demikian ini berarti hukum itu sesungguhnya adalah hukum
yang mampu memberikan keselamatan dan sekaligus memberikan rasa aman
bagi keseluruhan umat manusia bahkan alam semesta. Dasar pemikiran dan
pemaknaan ini adalah penerapan Jogika bahasa Arab yang sebagai bahasa
sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits. Hukam
berasal dari kata hakama-yabkumu-hikmatan. Hukum berfungsi sebagai
instrumen yang mengarahkan perilaku manusia (rule of morality), haruslah
mampu memberikan keselamatan dan sekaligus memberikan keamanan
(r##le of lzw). Hubungan- keduanya melahirkan hikmah. Hukum dalam
perspektif ini diharapkan dapat mengimplementasikan aturan-aturan yang
berlaku, sekaligus juga memberikan nuansa keamanan, keselamatan, sehingga
melahirkan ketenangan dan kedamaian bagi pelakunya, sehingga hukum
memiliki kekuatan sebagai rule of law sekaligus rule of morality. Imam
Malik menegaskan:

RW-2) L%&?Mséﬁﬁ*ﬁ'mkwsdwwsé»@deﬂaﬁﬁw

19 =%
d.d.b-

Maka prinsip atau asas merupakan hal yang sangat penting dalam
perbincangan hukum. . :

Prisip Tabarru’ dan T 'z'jm;ab ' A

‘Manusia, dilahirkan menyandang tuntutan untuk melaksanakan titah
Tuhan. Ini sesuai dengan tujuan diciptakannya sebagai khalifah Allah di bumi.
Untuk itulah kehidupan manusia secara diametral dikelompkkan menjaci
dua, yaitu secara vertikal mereka harus mengabdi kepadNya dalam bentuk

19 Ahlm)ull bi’n Mubammad bin Ajibah al-Hasani. Inadhul Himam Fi Syaribil Hikam, (Beirut, Dar al-Fikr
,eeh.), o4, "
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cara h orizontal mereka harus berhubungan den gan seluruh alar

. S «l ¢ ) ) . :

citual an am bentuk muamalah. Berangkat dari dua pemikiran injlah daiit
d

cemestd &  hal-hal berikut: Pertama, Orang berbuat kareng semata-mata

dikemul;f;k;‘epa Jda Allah. Kedua, orang berbuat karena melaksanakan tugas

ghalifab bentuk muamalah. I?alam hubungannya dengan muamalah

Sebag:ang berbuat terkadang motivasinya adala}h mengabdi kepada Allah, dan

radang pula motivasinya ingin r)nengemba'ngk.an b{darl'g kedur?.iaannya.

terkace™ mengabdi disebut’ tabarri” dan motivasi dunia disebut tijarah.

Monvgbdm,’ dijadikan dasar melakukan perbuatan mumalah karena motivasi

Jbdi kepada Allah. Seluruh perbuatan muamalah yang lahir darinya

menrz‘%1 ud perbuatan tolong-menolong antar sesama. Yang demikian itu karena

:::1:“3‘ tabarru’ itu sendiri. Tabarru’ secara bahas diartikan sebagai: golanti®

g Loge Ll i aled oYL gty Jopid pud o - Sedangkgn pengertian tabarry’ dari
. qudut pandang istilah adalah: 3 Szt of JUS 8 0,08 dedio of ¥Lo wal<lf i,
Nt gyelly padl sy poge. . Menurut Adiwarman'Karim akad tabarru’
(g}atztiw”—‘ contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not
profit transction (transaksi nirlaba)zi Akad ini biasanya tidak diperuntukkan
tujuan komersial. Sedangkan akad tzjarah kebalikan dari akad tabarru’. Akad
tabarry’ dilakukan karena motivasi ibadah, tolong-menolong dan bukan
komersial, sedangkan akad fijarah untuk tujuan komersial. Akad tijarah/
nu'awadab (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang
menyangkut for profit transaction®, Imam Manawi mendefinisikan akad tejarah
ini sebagai:* exdl sun 2y 48 Byuaily JUW cuilis. Akad tzjzrab ini dilakukan karena

keinginan untuk meraup keuntungan dan perilakunya bersifat komersial.

mtfngab

ini,

Jaminan

Jaminan dalam konsep hukum, dianggap sebagai sesuai yang sangat
penting. Hukum jaminan banyak dikemukakan oleh para pakar dengan
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut pendapat Salam, Hukum
Jaminan: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan
hukum antara pemberi dan penerima jafninan dalam kaitannya dengan

e, ) ’ . . .
20 Naziysh Hamad, Mujam al-Mushthalahat al-Igtishadiyyah fi Lughat al-Fugaha, (Riyad: International

) ’;\lrmjic Publishing House, 1995), h, 107
a2ijah Hamad. Mijam al-Mushthalabhat al-Igtishadiyyah, h. 107

- Ad'iwarman Karim. Bank Isalam dnalisis Fikib dlan Keuangan, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, edisi
ketiga, 2006), h. 66. |

2% Naif\’z]nnan Karim. Bank Lalam Analisis Fikib, h. 70.‘ :
‘ “Yah Ramad. Mujam al-Mushebalahar al-Igtishadivyah ff Lughat al-Fugaha, h. 108,
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212 E Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn

pembebanan jaminan untuak mendapatkan fasilitas kredit"®. Unsur-unsy;
yang harus ada dalam hukum jaminan: adanya kaidah hukum, adanya pember;
‘dan penerima jaminan, adanya jaminan itu sendiri, dan yang terakhir dan
terpenting adalah adanya fasilitas utang atau kredit. Pemberi jaminan, secara
formal berupa orang atau badan hukum yang menyerahkan jaminannya
kepada yang menerima jaminan atau yang memberi kredit ataupun piutang,
Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima
jaminan atas piutang. Sedangkan jaminan adalah unsur yang melahirkan
adanya kepercayaan yang berpiutang yang berwujud benda-bergerak dan/
atau benda tidak bergerak. Jaminan ini dimaksudkan jika pada waktu jatuh
tempo pengembalian utang ternyata yang berhutang tidak mengembalikan
utang tersebut, atau dengan kata lain yang berutang melakukan wanprestasi,
'maka jaminan tersebut di jual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan
para pihak yang bersangkutan. | ‘ o

Dasar Hukum Jaminan - - N .

Secara umum pengaturan hukum Jaminan terdapat pada dua tempat,
yaitu di dalam KUHPerdata Buku IT dan di luar KUHPerdata. Hanya saja
pengaturan hukum jaminan-yang berkaitan secara khusus dengan masalah
gadai diatur dalam KUHPerdata Buku IT mulai Pasal 1150 hingga Pasal 1160.
Dengan demikian hukum jaminan dalam kaitannya dengan gadai syariah

(rahn) selain diatur dalam Buku II KUHPerdata tersebut juga yang terdapat:

pada Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUD)-
Pengaturan hukum jaminan tentang gadai berdasarkan KUHPerdata secar
terperinci adalah sebagai berikut:1). Pasal 1150 memuat pengertian gadai; £):
Pasal 1151 memuat bentuk perjanjian gadai; 3). Pasal 1152 sampai denga® !
memuat hak-hak para pihak dalam transaksi.gadai; 4). Pasal 154 sampai der's
1155 memuat kewajiban para pihak; 5). Pasal 1156 memuat wanprestasi: O
Pasal 1157 memuat tanggung jawab para pihak; 7). Pasal 1158 memuat bu'ngf1
dalam gadat; 8). Pasal 1159 memuat penjelasan tentang tuntutan kembalfﬂ')/‘.’
barang gadai oleh debitur; 9). Pasal 1160 memuat penjelasan tentans t'lddn
dapat dibagi-baginya barang gadai. Sedangkan pengatﬁran hukum jammﬂ-
dalam hukum Islam terdapat pada fatwa DSN-MUI, yaitu Fatwa D
Syarialr Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rabn. ‘

an

eWﬂn

201416

25 Salim. Derkembangan Hukum Jaminan di hidonesia, (Jakarea: PT. RajaGrafindo Persada,

010

: 2
ETI - hun 2
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antara Utang- piutang dan Rabn atau Gadaj
Pada intinya gadéi/ ml?n dilakukan tjuannya hanyalah untuk mendapatkan
g Diakui atau t%dak 1mplemen.ta31 gadal baik secara tradisional maupun
kelembagan' konven.smn‘al‘ rr.mupun- 5).721.1'121}1, keseluruhannya menunjukkan
Jdanyd perbedaan. bila dltha; di{” smg };rosedurnya }’ﬂl?g harus dilakukan.
Di samping itu Jugalperlu 15? a_m aliwasanya gadai atau rahn dalam
ropektif syariahpun_ juga mengmdlka/s;kan adar’lya Perbedafan prosedur atau
rransaksi bila dibandmgk_al? delngan Ta n sebagai akfbat dari adnya transaksi
stang piutang. Yang dellflan itu terjadi karena_ hadirnya lembaga pegadaian
memiliki motivasi komersial sementara 7abn sejak awal hanya dperuntukkan
sébagai nilai kepercayaan badi merel@ yang berutang-piutang. Dengan kata
lain rabn pada awalnya diproyeksikan sebagai instrument untuk mewujudkan
to[bng menolong sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat
konsumtif sehari-hari debitur. Dengan kata lain dilakukannya transaksi gadai/
rahn semula dilaksanakan secara tabarru' sebagai perwujudan pengabdian
kepada Allah dalam bentuk tolong-menolong sesama yang tepatnya berupa
pertolongan oleh orang yang memiliki surplus di bidang perekonomian
terhadap orang lain yang mengalami devisit. Akan tetapi tolong menolong
yang terkemas antara mereka yng dalam keadan surplus dan yang devisit
demi menutupi kebiuhan konsumtif tersebut berkembang dan berubah wajah
baru karena dua hal, yaitu perubahan prinsip dari tabarru’ (tolong-menolong
semata) menjadi tijarah (komersial). | ' :
Menelisik problematika ketiga entitas prilaku (gadai, rahn, dan utang
piutang/qaradl) di atas perlu diuraikan terlebih dahulu prosedur atau
mekanisme transaksi atau perjanjian masing-masing, agar diketahui titik
simpul yang darinya akan diketahui kejelaan masing-masing.

~

PoSiSi

jutan

Transaksi Utang-pjutang dan Prosedurnya

Tata cara perjanjian utang-piutang, secara tradisional, dari waktu
ke waktu tidaklah sulit. Mereka yang mengalami devisit (membutuhkan
bantuan piutang) cukup mengungkapkan kebutuhannya kepada mereka yang
memiliki surplus keuangan dengan mengungkapkan berhutang sejumlah uang
demi untuk menutupi kebutuhannya. Apabila orang yang memiliki su7plus
| keuangan setuju memberikan piutang kepada yang devisit, maka selesailah
‘Persoalan. Yang tinggal hanyalah menunggu pengembalian piutang oleh
yang berhutang kepada yang berpiutang (menghutangi) sejumlah piutang
Yang disepakati dan diterima oleh yang berhutang sesuai waktu yang telah

Jurisdicre.
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214 _ Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piu_tang dan Rahp,

disepakati pu’ia. Transaksi yang sangat sederhana tersebut tenty haruys
didukung oleh rasa percaya yang tinggi dari pihak yang berpiutang kepada
yang berhutang, ementara yang berhutung harus memiliki i'tikad baijk untuk

mengembalikannya. Sehingga kepercayaannya ini merupakan sesuaty yang

sangat menentukan terjadinya akad atau transaksi utang-piutang. Dengan
kata lain, tidak adanya unsur kepercayaan, transaksi utang-piutang mengalam;
kendala bahkan boleh jadi tidak jadi dilakukan. Padahal, sebagaimana asal
hukum utang-piutang berdasarkan ulasan sebulumnya bisa jadi wajib sesuai
tllat (alasan) hukum yang mendasarinya, sebagaimana kaidah fikih yang
menyatakan %y gll ¥ o Joo¥i (asal perintah itu menunjukkan wajib),
sekalipun secara eksplisit memberi hutang itu tidak secara langsung dalam

bentuk amar. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia mengaitkan .

utang-piutang (qaradl) dengan transaksi perbankan berdasarkan fatwa No;
19/DSN-MUI/IX/2000 yang dalam konsideran huruf (b) menyatakan: bahwa
salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan olej LKS
adalah penyaluran dana melalui prinsip al-qardl, yakni suatu akad pinjaman
kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana
yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan

nasabah. Hal ini sesuai engan-ayat Al-Qur’an, Surat al-Baqgarah ayat 282:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untsk
waktu yang ditentukan, hendaklab kamu menuliskan nya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu m enuliskannya dengan benar. Dan  janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allak mengajarkannya, meka bendaklah ia menulis
danhendaklah orangyang berbutang itu mengimlakkan (apayang akan ditulis it

dan hendaklah ia bertaka kepada Allah T uhannya, dan janganiab ia mengurangi -

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berbutang it orang yang lemah akalnya
atay lemab (keadaannya) atan dia ‘sendiy; tidak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan permksik:mln/) dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (d; antararmm ). Jika tak ada dui oang lelaks maka
(boleh ) seorang lelaki dan dua oran g perempuean dari saksi-saksi yang%rmm ridhd,
supaya fika seorang lupa maka Yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-sakss
it enggan (memberi keterangan) apabila mevehq dipanggil; dan janganlah kam
Jernu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sam pai batas waktu 77;6‘7)2bzl_y¢1)7.l)’il.
Yang demnikian itu, lebibh adil di sisi A1), dan lebip menguathan persaksian dar
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahms 149
kecuali ji/m muamalal it perzlzz gangan tunag yang kamu ja lankan di antan famih
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak men wlisnya. Dan persaksiki? lay
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penrulis dan saksi saling sulit menyt diskan

26 Moh. Rifd'i. Ushil Figih, (Bandung: PT, Al-Mu'arif, 1979), h.2

, oty 2016
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Jika hami Jakukan (yang 1161)11,('1,1(1), malka sesunggubnya hal ity adal, P
“pefasikan pada dirini. Dan bertakwalah kepada Allab,
£

Allah mengajar

' n; da

{llab Maba Mengetahtti segala sestatu, & an
/ o

g Qur'an surat al-Maidah ayat 1 menyatakan:
C(H . !, 2a . ' i ' : :

Beg Hai omngdamng)ﬂ;l&fbd?ﬂ)ﬂ"’l P"n/tbz[rz/)aq,z[[ aqad itie. Dibalalban bagimu binatang

B s i yang akan dibacakan kepadanue. ( Yang demikian i) dengan tidak

W;,gb,zld[/mn berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, Sesungguhnya Allah
nenctaphan bukum-hukim mennrut yang dikehendaki-Nya. '

Menelisik prosedur atau tata cara transaksi atau akad utang-piutang
sebagaimna disebutkan di atas, memang sangat mudah dan sederhana.
Permasalahan muncul ketika unsur kepercayaan tidak terpenuhi. Sekalipun
{'tikad baik dari pihak yang berhutang dapat dijamin, akan tetapi pihak yang
berpiutang tetap saja tidak menaruh kepercayaan, di sinilah upaya utang-
piutang mulai mengalami kesulitan. Akan tetapi berdasarkan hukum tentang
utang-piutang sebagaimana ulasan dan dalil-dalil, serta regulasi shagaimana
dijelaskan pada bab sebelumnya, merekomendasikan bahwa hukum utang-
pilj_tang tetaplah sebagaimana illat hukumnya. Artinya transaksi utang-piutang
tetap harus dijalankan sesuai illat hukumnya. Solusi terbaik agar utang-piutang
tersebut tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan menutupi
unsur kepercayaan tersebut_dengah adanya jaminan yang dalam istilah fikih
muamalah disebut 7abn. Rabn ini berupa barang berharga yang diberikan
oleh yang berhutang sebagai jaminan utangnya kepada yang berpiutang. Posisi
barang jaminan atau 7ahn tersebut secara kepemilikan tetap menjadi milik yang

-berhutang sekalipun keb,erédaannya ada di tangan yang berpiutang. Urgensi

barang jaminan tersebut sebagai unsur pengganti kepercayaan si berpiutang
yang apabila yang berutang tidak mampu mengembalikan utangnya, dengan
kesepakatan keduanya ketika melaksanakan akad atau transaksi, barang
tersebut dijual dengan harga standar (pasar). Hasil penjualan barang tersebut
dipergunakan untuk menutupi utang kepada yang berpiutang. Dengan cara
ini akan melahirkan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, besaran
hasil penjualan sama dengan besaran utang. Dalam kondisi seperti ini berarti
urusan utang-piutang para pihak sudah dianggap selesai. Kemungkinan kedra
adalah besaran hasil penjualan lebih besar dari besaran utang. Dalam kondisi
seperti inipun sesungguhhya juga tidak ada masalah. Karena sesuai dengan
kesepakatan dalam akad atau transaksi dan penyerahan barang jaminan atau
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216 Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dap, Rahn,

rabn, sisa uang hasil penjualan harus diserahkan kepada yang bei‘hutang_ Yang
berpiutang sedikitpun tidak diperbolehkan mengambilnya. Pengambilay, Sisa -
pembayaran utang dari hasil penjualan barang jaminan atau rab»n oleh yang
berpiutang bisa dikatagorikan sebagai riba. Untuk itu seluruh sisa Pmbayaran
utang harus dikembalikan kepada yang berhutang. Kecuali ada akaq lain
yang dibenarkan secara syariah atau hukum. Seperti ketika disepakati oleh
para pihak sebagai upa dari jasa penjualan barang jaminan tersebut dengan
besaran yang telah ditentukan dan disepakati. Kemungki_nan ketiga, adalah
apabila hasil penjualan barang jaminan atau rahn tidak sbear utang oleh yang
berhutang. Dalam keadan sperti ini aturan hukum yang haru$ dilakukan
adalah bahwa yang berhutang wajib menambahi kekurangan utang yang
menjadi kewajibannya. Dengan melakukan hal seperti ini, yaitu menambah
kekurangan utang kepada yang berpiutang berarti akad utang-piutang antar
para pihak sudah selsai dan dianggap sah demi hukum.

Dari prosedur atai tata cara utang-piutang yang melahirkan kemungkinan-
keungkinan di atas sesungguhnya masih ada sesuatu atau langkah yang apabila
dilakukan akan menjadi lebih baik dan terpuji. Sesuatu atau langkah yang
dianggap terpuiji tersebut adalah apabila yang berpiutang membebaskan beban .
utang yang berhutang. Pembebasan utang tersebut merupakan sedekah bagi
yang berpiutang terhadap yang berhutang. Hal ini ditegaskan oleh firman

Alah dalam AFQur'an surat aBagarah 280 sbagai berikut: -
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampd
dia bevkelapangan. Dan menyedekabkan (sebagian atan semua utang) itt lebib
baik bagimu, jika kamu mengetahui. )

Pembebasan utang dengan demikian merupakan pilihan terbaik bagi
kedua belah pihak. Bagi pihak yang berpiutang selain mendapatkan dud
kebaikan dan kemulyaan yaitu menolong dengan jalan memberikan utang dan
stelah itu bersedekah dalam bentuk pembebaan utang yang telah diberikan-
Sedangkan bagi yang berhutang. Sedangkan yang berhutang mendapatkan
kelonggaran dalam bentuk terbebas darj lilitan thanghya. : o
Simpulan

Berdasarkan hasil analisa atau pembahasan pada akhirnyd daPaF
disimpulkan bahwa posisi jaminan antara utang-piutang dan rahn atau gadal
sesungguhnya mengindikasikan adanya perbedaan, sekalipun keduanyd tetfif?
menjadi akad atau perjanjian yang bersifat asessosr. Pada utang-piutans poswl-
jaminan tidak harus ada secara mutlak. Ta diadakan ketika unsur kepercayd™

i 2016
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ridak. Gedangkan posisi jaminan pada rahn atau padal memang dibutuhkan
secard mutlak dan keberacdlaannya harus di depan sebelum akad utang-piutang
atat kredit dilaksanakan. Tidak adanya jaminan utang-piutang atau kredit
atang-piutans tidak mungkin bisa dilaksanakan.
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